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15 Desa terindikasi langgar aturan
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BUOL-Inspektorat
Kabupaten Buol melakukan
pemutakhiran datatemuan hasil
pengawasan penggunaan dana
diseluruh jajaran SKPD, Camat,
Kepala Desa (Kades)dan
sekolah tahun anggaran 2016.
Keglatan tersebut dilaksanakan
di aula lantai Il Kantor Bupati
Buol, Selasa (20/11).

Inspektur Inspektorat Buol,
Moh Yamin Rahim SH MH,
usai kegiatan itu mengatakan
tujuan evaluasi pemutakhiran
data temuan hasil pengawasan
bertujuan memberikan
penegasan dalam membuat
laporan pertanggungjawaban
(LPJ) untuk pencairan dana,
harus mengikut ketentuan atau
mekanismeyang sudah menjadi
dasar pertanggung jawaban.

“Harus disertal buki sasaran
pengeluaran keuangan negara.
Untuk Kades, hasil temuan

pengawasan sekira 15 desa
terindikasi melanggarketentuan
yang sudah ditetapkan dari hasil
pengawasan ada LP] yang tidak
disertai bukti pengeluaran.
Sehingga, tidak sesuai dengan
aturan tata cara penggunaan

Moh Yamin Rahim
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yang sebenamya, “ terangnya.
Dijelaskannya,  melalui
pemutakhiran data penggunaan
anggaran tahun 2016 ini agar
tidak menjadi kendala dan
temuan di seluruh SKPD,
Camat, Kades, Lurah, dan
Kepala Sekolah (Kepsek). Setiap
‘membuat LP] harus berdasarkan
mekanisme bukan kebijakan
sendiri-sendiri, karena akan
berdampak  pada pengguna
anggaranyangsalahmanfaatnya.
"Melalui evaluasi semacam ini
kita inginkan supaya seluruh
pengguna anggaran agar taat
aturan, "ujar Yamin. Desa-desa
yang bermasalah, sebut Yamin,
Inspektorat masih memberikan
penguatan dan pemahaman
untuk dibina dengan baik
tentang cara menggunakan
anggaran yang masuk di
desanya. &
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